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ABSTRAK

Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-
Undang lainnya. Bagi para Anggota Luar Biasa (ALB), berdasarkan yang tertuang
dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor
14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris
Indonesia (ALB INI), dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa “ALB disamping wajib
mengikuti Magang dikantor dan Magang Bersama yang diadakan oleh Pengurus
Wilayah, juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh
Perkumpulan, dengan pengumpulan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) poin,
yang meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus
Wilayah dan Pengurus Daerah, sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik
Notaris sebelum mengajukan permohonan mengikuti Ujian Pengangkatan
Notaris”. Aturan mengenai jumlah poin ini dirasa memberatkan para calon
Notaris karena selain dibutuhkan persiapan materi yang tidak sedikit, bagi para
ALB yang berada diluar wilayah jawa juga jarang diselenggarakan seminar-
seminar yang bersangkutan. Maka pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis
ini adalah: 1. Kewenangan INI dalam menentukan syarat perolehan poin; dan 2.
Upaya Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang tidak memenuhi syarat
poin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Hasil penelitian adalah INI sebagai Perkumpulan yang
berbadan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2). INI juga
sesuai dengan teori Badan Hukum yaitu teori organ dan teori kekayaan bersama.
Mengacu kepada Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Jabatan Notaris, ketentuan
mengenai tujuan, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris, maka
keberadaan INI dapat ditujukan sebagai wadah bagi  Notaris yang diharapkan
dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam
menjalankan jabatannya, sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan
masyarakat luas. Upaya hukum yang dapat diambil yaitu dengan gugatan
pembatalan peraturan perkumpulan di Pengadilan Tata Usaha Negata.
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ABSTRACT

According to the Notary Act, a Notary Public is a public official who is
authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in this
Law or based on other laws. One of the stages that becomes the focus of every
prospective notary is the Notary Ethics Code Exam. For Extraordinary Members
(ALB), based on what is stipulated in Indonesian Notary Association Association
Number 14 / PERKUM / INI / 2018 concerning Registration of Extraordinary
Members of the Indonesian Notary Association (ALB INI), in Article 4 it is stated
that "ALB is required to follow the Internship at the office and Joint Internship
organized by the Regional Management, are also required to participate in
activities organized by the Association, with a collection of at least 18 (eighteen)
points, which include activities carried out by the Central Management, Regional
Management and Regional Management, as conditions for take the Notary Ethics
Test before submitting an application to take the Notary Appointment Test ". The
rule regarding the number of points is considered burdensome for Notary
candidates because in addition to the need to prepare material that is not small, for
ALB who are outside the territory of Java also rarely held the relevant seminars.
Then the main issues discussed in this thesis are: 1. THIS Authority to determine
the conditions for points acquisition; and 2. Legal Protection Efforts for
Prospective Notaries who do not meet the point requirements. This research is a
normative legal research and uses a statutory approach and a conceptual approach.
The result of this research is INI as a legal body as explained in Article 82
paragraphs (1) and (2). IT is also in accordance with Legal Entity theory namely
organ theory and shared wealth theory. Referring to Article 82 paragraph (4) of
the Law of Notary Position, provisions concerning the purpose, authority, work
procedures and organizational structure are stipulated in the Articles of
Association and Bylaws of the Notary Organization, then the existence of THIS
can be intended as a forum for Notaries who are expected to play an active role in
provide direction and guidance for its members in carrying out their positions, so
that the Notary Public can guarantee legal certainty and legal protection for notary
services recipients and the wider community. Legal remedies that can be taken are
by claiming the annulment of the rules of association in the State Administrative
Court.

Key word : Obligation to Obtain Specific Points, Extraordinary Members, Notary
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